BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pada dasarnya sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan beda
agama terhadap pemeluk agama Islam dan agama Katolik di Kota Yogyakarta,
agar perkawinan tersebut dapat dilakukan, maka yang biasa ditempuh oleh
pasangan beda agama adalah:

1. Dengan meminta penetapan pengadilan bahwa ingin melangsungkan
perkawinan beda agama. Apabila hasil dari penetapan pengadilan tersebut
disetujui maka perkawinan beda agama tersebut dapat dilangsungkan.

2. Salah seorang dari pasangan menyatakan tunduk pada pasanganya dengan
pindah ke agama Islam. Apabila pasangan beda agama tersebut
melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

3. Pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di Gereja, maka
pihak yang beragama Katolik harus memenuhi syarat-syarat dispensasi.
Syarat-syarat tersebut harus diberitahukan kepada pihak Non Katolik.
Perkawinan yang dilangsungkan di Gereja akan menerima akta dari Gereja
dan pencatatan dilanjutkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan memberikan akta yang diperoleh dari Gereja.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan maka penulis memberi saran sebagai tindak

lanjut dari kesimpulan yang ada sebagai berikut.

1. Para ahli hukum harus lebih memperhatikan asas-asas yang berlaku
terutama terhadap asas lex superiori derogat legi inferiori.

2. Kebebasan seseorang dalam membangun sebuah keluarga dan memeluk
agamanya masing-masing, karena merupakan Hak Asasi Manusia.

3. Pengaturan tentang perkawinan yang dirasa belum jelas dan tegas
mengenai perkawinan beda agama, sehingga perlu dilakukan revisi.

Dengan demikian, akan memberikan kepastian dan kemanfaatan.
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